POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM
Oleh: Marzuki’

Abstrak

Poligami adalah perkawinan seorang suami dengah t&bi seorang isteri dalam
waktu yang bersamaan. Lawan dari poligami adalahog@mi. Dalam perspektif hukum
Islam, poligami dibatasi sampai maksimal empat @rateri. Ada dua ayat pokok yang
dapat dijadikan acuan dilakukannya poligami, yaRfi. al-Nisa’ (4): 3 dan QS. al-Nisa’
(4): 129. Poligami sudah berjalan seiring perjatarsgjarah umat manusia, sehingga
poligami bukanlah suatu trend baru yang munculiibe saja.

Para ulama berbeda pendapat mengenai ketentuahu#am poligami. Di antara
mereka ada yang menyetujui poligami dengan persyagang agak longgar dan ada yang
mempersyaratkannya dengan ketat. Di antara meugja gda yang melarang poligami,
kecuali karena terpaksa (sebagkhshal) dalam kondisi-kondisi tertentu. Yang pasti
hukum Islam tidak melarang poligami secara mutteltdm) dan juga tidak menganjurkan
secara mutlak (wajib). Hukum Islam mengatur masalaligami bagi orang-orang yang
memang memenuhi syarat untuk melakukannya. Pelalisapoligami, menurut hukum
Islam, harus didasari oleh terpenuhinya keadilam ldamaslahatan di antara pihak-pihak
yang terlibat di dalamnya. Namun, kenyataannya &karyraktik poligami yang tidak
mengindahkan ketentuan hukum Islam tersebut, sgaingasih jauh dari yang diharapkan.

Pendahuluan

Sebagian dari masyarakat kita kurang atau tidalusdengan poligami dan mereka
menentang praktik poligami yang ada sekarang mieka efek negatifnya sangat besar
bagi keluarga dan banyak menyakiti kaum perempiNamun, sebagian yang lain
menyetujui poligami dengan alasan-alasan terté&glompok terakhir ini beralasan bahwa
meskipun poligami memiliki banyak resiko, tetapikhnlah sesuatu yang dilarang oleh
agama, khususnya Islam.

Beberapa waktu yang lalu masyarakat kita dikejutdeangan adanya pemberian
"Poligami Award" oleh Puspo Wardoyo, salah seorppigam yang juga pengusaha,
kepada sekitar 40-an orang yang melakukan poligéiak tanggung-tanggung, acara itu

dilaksanakan di sebuah hotel berbintang di Jaldatadihadiri sejumlah orang terkenal,
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termasuk Ebet Kadarusman, Ratih Sanggarwati, Neaiasvian, serta Astri Ivo. Acara ini
memang tidak berjalan lancar, karena menuai bapyates dari sebagian orang yang
menentang poligami Pikiran Rakyat, 2 Agustus 2003). Fenomena semacam ini
sebelumnya belum pernah terjadi di tengah-tengadyanakat kita yang sebenarnya sudah
banyak yang mempraktikkan poligami.

Kenyataannya poligami sekarang ini banyak dipr&kiik oleh kalangarpublic
figure kita. Sebut saja misalnya mantan wakil presidenHinzah Haz, yang memiliki
isteri tiga orang, Puspo Wardoyo (pengusaha tefkgaag memiliki isteri empat orang,
Qomar (seorang komedian) yang juga memiliki empan@ isteri, KH. Nur Muhammad
Iskandar, SQ. (Kiai pengasuh PP. Ash Shiddigiydarda) yang memiliki tiga orang isteri,
Mamik Slamet, Parto Patrio, dan masih banyak lagigylain. Mereka dengan terus terang
menyatakan bahwa mereka telah mempraktikkan poligada juga di antara masyarakat
kita yang mempraktikkan poligami dengan sembungiisenyi karena alasan-alasan
tertentu. Inilah yang banyak dilakukan oleh parglpst negara kita di era Orde Baru,
karena takut terkena ketentuan dalam PP No. 10ntdl983 yang mengatur masalah
poligami bagi pegawai negeri sipil dan ABRI (sekayaTNI). Masyarakat luas juga ada
yang mempraktikkan poligami dengan semaunya setatipa terikat dengan ketentuan-
ketentuan yang dibuat negara maupun agama.

Terlepas dari pendapat pro dan kontra tentanggligyang jelas masalah poligami
menjadi masalah yang menarik untuk didiskusikarakfi¢ poligami semakin lama
semakin banyak di tengah-tengah masyarakat kittanDaraktiknya, masih banyak di
antara kaum poligam belum memenuhi ketentuan yalag lbaik secara hukum negara
maupun hukum agama. Tulisan ini mencoba mengkajnasalahan poligami tersebut,

terutama bagaimana pendapat para ulama tentangnhdkn ketentuan poligami serta



bagaimana praktik poligami sekarang ini. Sebelumgkaji hal tersebut, akan dipaparkan

dulu pengertian poligami dan sejarah singkat barig poligami.

Pengertian Poligami

Secara etimologislyghaw) kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu
gabungan dari dua katpoli ataupolusyang berarti banyak dagameindangamosyang
berarti perkawinan. Dengan demikian poligami bemetkawinan yang banyak (Nasution,
1996: 84). Secara terminologistthilahi) poligami adalah sistem perkawinan yang salah
satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawanispya dalam waktu yang
bersamaan (KBBI, 2001: 885). Jika yang memilikigmagmn lebih dari satu itu seorang
suami maka perkawinannya disebut poligini, sedakey yang memiliki pasangan lebih
dari satu itu seorang isteri maka perkawinannyahuis poliandri. Namun dalam bahasa
sehari-hari istilah poligami lebih populer untuk maejuk perkawinan seorang suami
dengan lebih dari seorang isteri. Lawan dari paligadalah monogami, yakni sistem
perkawinan yang hanya membolehkan seorang suamilikieseorang isteri dalam satu
waktu.

Dalam Islam, poligami didefinisikan sebagai perkeam seorang suami dengan
isteri lebih dari seorang dengan batasan maksimalae orang isteri dalam waktu yang
bersamaan. Batasan ini didasarkan pada QS. al-is&@ yang berbunyi:

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku atifhadap (hak-hak) perempuan

yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinikadmnita-wanita (lain) yang

kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian ji&endk takut tidak akan dapat
berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, ataudbk-budak yang kamu miliki.

Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidatbbat aniaya.”

Dari ayat itu ada juga sebagian ulama yang memabahwa batasan poligami itu boleh

lebih dari empat orang isteri bahkan lebih dari lsiéan isteri. Namun batasan maksimal

empat isterilah yang paling banyak diikuti olehgpatama dan dipraktikkan dalam sejarah



dan Nabi Muhammad Saw. melarang melakukan poligefsih dari empat isteri (al-

Syaukani, 1973, I: 420)

Poligami dalam Lintasan Sejarah

Poligami sudah dipraktikkan umat manusia jauh sebdklam datang. Rasulullah
Saw. membatasi poligami sampai empat orang iSebelum adanya pembatasan ini para
sahabat sudah banyak yang mempraktikkan poliganelime dari empat isteri, seperti
lima isteri, sepuluh isteri, bahkan lebih dari ereka melakukan hal itu sebelum mereka
memeluk Islam, seperti yang dialami oleh Qais Hidarits. la berkata: “Aku masuk
Islam dan aku mempunyai delapan isteri, lalu aktardpa kepada Nabi Saw. dan
menyampaikan hal itu kepada beliau lalu beliau &terkPilih dari mereka empat orang.”
(HR. lbnu Majah).Hal ini juga dialami oleh Ghailan bin Salamah akdafi ketika
memeluk Islam. la memiliki sepuluh isteri pada makdiliah yang semuanya juga
memeluk Islam. Maka Nabi Saw. menyuruhnya untuk rilerampat orang dari sepuluh
isterinya (HR. al-Tirmidzi).

Jadi poligami sudah lama dipraktikkan oleh umat wsén jauh sebelum Nabi
Muhammad Saw. melakukan poligami. Nabi-nabi sebéllwhammad juga banyak yang
melakukan poligami, seperti Nabi Daud a.s., Nadaigan a.s., dan begitu juga umat-
umatnya. Masyarakat Jahiliah dalam waktu yang culempa mentradisikan poligami
dalam jumlah yang tidak terbatas hingga datangsiganl Sebagian dari orang Jahiliah ini
kemudian memeluk Islam dan sudah berpoligami, ggiairharus tunduk kepada aturan
Islam yang hanya membatasi poligami sampai emjmat gaja.

Menanggapi masalah poligami ini berkembang berbagaidapat di berbagai
kalangan. Masyarakat Barat (Eropa dan Amerika Sgrikerdalih bahwa sistem poligami

akan membuat pertentangan dan perpecahan antama dam isteri serta anak-anaknya.



Kondisi seperti ini pula yang mengakibatkan tumiy#hperilaku yang buruk pada anak-
anak. Mereka juga berpendapat bahwa poligami akengikis kemuliaan perempuan.
Menurut mereka, perempuan tidak dapat merasa nkehmlk dan kemuliaan, jika ia masih
merasa bahwa orang lain juga memiliki hati, cimlan kasih sayang suaminya. Seorang
isteri senantiasa menginginkan agar suami menjdd satu-satunya, sebagaimana juga
suami berhak menjadikan isteri milik satu-saturaygt yang lain (‘Itr, 2005: 184).

ltulah sebagian propaganda Barat terkait denganalataspoligami yang pada
akhirnya menyalahkan adanya sistem atau lembaggapul Poligami dipandang sebagai
perlakuan diskriminatif Islam, sebab hanya memlsgrilkesempatan kepada laki-laki
untuk memiliki pasangan lebih dari satu, semenf@empuan tidak boleh (al-Buthi,
2002: 138). Pandangan seperti ini juga disebarkéertbagai dunia termasuk dunia Islam,
sehingga sebagian umat Islam memiliki pandangam yama tentang poligami, yakni
sebagai ketentuan yang salah yang harus dilardagndslam.

Pandangan Barat seperti di atas tidak lepashkdakgroundagama yang dianut di
Barat. Mayoritas masyarakat Barat menganut agansxaNia(Kristen/Katolik). Agama
Nasrani menurut penganutnya melarang poligami. i&ghga tidak ada satu pernyataan
dalam kitab suci Injil bahwa Yesus melarang poligd#mat Kristen pada awalnya banyak
yang melakukan poligami dengan mengikuti tradishidi. Dalam kitab suci Kristen
dijelaskan bahwa Raja Sulaiman memiliki 100 ist@uiteri-puteri mahkota, dan 300
gundik (Raja-raja 9:16, 11:3). Anak laki-lakinyagjR Daud, memiliki 18 isteri dan 60
orang gundik (Tawarikh 2, 11:21). Talmud membersinat agar setiap laki-laki tidak
menikah lebih dari 4 isteri, yakni jumlah isteringadimiliki Ya’'qub. Tidak ada konsili

gereja pun pada abad-abad pertama menentang pbligada tahun 1531 para penganut



(sekte Kristen) Anabaptis secara terang-terangamyatakan bahwa orang Kristen yang
sejati harus memiliki beberapa orang isteri (JatssPhilips, 1996: 3).

Setelah agama Kristen direvisi sejalan dengan rajaan Paulus, konsep-konsep
monogami dimasukkan ke dalam filsafat Kristen daenyesuaikannya dengan budaya
Yunani-Romawi. Di zaman dahulu Yunani dan Romawdasumengembangkan bentuk
monogami yang terlembagakan dalam berbagai mastangkng mayoritas penduduknya
adalah budak-budak yang bisa dimanfaatkan secdrasb&arena itulah, apa yang dulu
diistilahkan secara teoritis sebagai monogami sainga merupakan poligami tanpa batas
(Jones dan Philips, 1996: 4). Hingga sekarang adg@mten melarang penganutnya untuk
melakukan poligami.

Larangan poligami juga ditetapkan dalam ketentuatang-undang yang berlaku di
negara-negara Barat, seperti undang-undang hukudatpe(seperti KUH Perdata pasal
27). Meskipun ketentuan agama dan undang-undangramnel dengan tegas masalah
poligami, tetapi dalam praktiknya tidak sedikit idanereka yang melakukan praktik
poligami yang tidak resmi. Tidak sedikit juga mas§at Barat yang melakukan hubungan
suami-isteri dengan seseorang yang bukan pasaapagas Budaya perzinahan (kumpul
kebo) tidak asing lagi di kalangan mereka. Daritsysenelitian yang pernah dilakukan
pada tahjun 1993 terungkap bahwa sebagian besampean di Amerika Serikat
menganggap jalinan persahabatan (perzinahan) téateinya atau suaminya dengan
perempuan lain dianggap tidak masalah (al-Butih22@45).

Islam sebagai agama wahyu yang mendasarkan padanfiirman Allah (al-Quran)
dan sabda-sabda Nabi Muhammad Saw. (hadis) tidalarang praktik poligami.
Sebaliknya, Islam juga tidak mewajibkan poligamer@asarkan al-Quran dan hadis Nabi

Saw. para ulama membolehkan poligami dengan pertsyatertentu. Jika persyaratan ini



tidak terpenuhi, Islam mewajibkan seorang suamulkimhelakukan monogami. Di saat
yang bersamaan Islam dengan tegas melarang ppizinahan tanpa prasarat apa pun.
Segala bentuk perzinahan dilarang dalam Islam, dahkal-hal yang mengarah ke
perzinahan juga dilarang (QS. al-Isra’ (17): 32n@angan Islam tentang poligami seara

rinci akan di uraikan di bawah.

Berbagai Pandangan Para Ulama tentang Poligami

Allah Swt. Maha Bijaksana ketika menetapkan atyraiigami, sehingga tidak ada
kesalahan dan cela. Islam tidak menjadikan poligsebiagai suatu kewajiban bagi laki-
laki, sebagaimana tidak pula diwajibkan bagi peneampdan keluarganya untuk menerima
perkawinan dari laki-laki yang sudah beristeri.

Perlu ditegaskan di sini bahwa tujuan disyariatj@anhukum Islam adalah untuk
kemaslahatan manusia. Dengan prinsip seperti glgslph bahwa disyariatkannya
poligami juga untuk kemaslahatan manusia. Poligd@itujuan untuk mewujudkan
keluarga yang baik, bukan semata-mata untuk meng&aa suami. Dari prinsip ini juga
dapat dipahami bahwa jika poligami itu tidak dapswujudkan kemaslahatan, maka
poligami tidak boleh dilakukan. Karena itulah, mlanemberikan aturan-aturan yang dapat
dijadikan dasar untuk pelaksanaan poligami sehindggpat terwujud kemaslahatan
tersebut.

Para ulama berbeda pendapat mengenai ketentugiampglimeskipun dasar pijakan
mereka adalah sama, yakni mereka mendasarkan gadayst dalam al-Quran, yaitu QS.
al-Nisa’ (4): 3 seperti di atas. Menurjutmhur (kebanyakan) ulama ayat di atas turun
setelah Perang Uhud selesai, ketika banyak pejMarsm yang gugur menjadiyuhada’
Sebagai konsekuensinya banyak anak yatim dan jgadg ditinggal mati ayah atau

suaminya. Hal ini juga berakibat terabaikannya d#epan mereka terutama dalam hal



pendidikan dan masa depan mereka (Nasution, 19%§. Rondisi inilah yang
melatarbelakangi disyariatkannya poligami dalaransl

Ibnu Jarir al-Thabari sangat setuju dengan pendaray mengatakan bahwa makna
ayat di atas merupakan kekhawatiran tidak mampsegaang wali berbuat adil terhadap
harta anak yatim. Maka jika sudah khawatir kepauk ayatim, mestinya juga khawatir
terhadap perempuan. Maka janganlah menikahi mere&aali dengan perempuan yang
kalian yakin bisa berbuat adil, satu hingga empan@. Sebaliknya, jika ada kekhawatiran
tidak sanggup berbuat adil ketika berpoligami, mekkup menikahi seorang isteri saja
(al-Thabari, 1978: 155).

Dalam menafsirkan ayat di atas al-Zamakhsyari mekga, katava dalam ayat
matsna wa tsulatsa wa rubderfungsi sebagai penjumlahaln gl-jam’i). Karena itu,
menurutnya, perempuan yang boleh dinikahi oleh-lkki yang bisa berbuat adil bukan
empat, sebagaimana pendapat ulama pada umumngpi $embilan (al-Zamakhsyari,
1966, I: 496). Ketika menjelaskan makna ayat 12Dsimat al-Nisa’ yang berbunyiDan
kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil ditara isteri-isterimu, walaupun kamu
sangat ingin berbuat demikian, karena itu jangankamu cenderung (kepada yang kamu
cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatkaiung”, al-Zamakhsyari mengatakan
bahwa tuntutan kemampuan berbuat adil terhadap ip@a sesuai dengan kemampuan
maksimal, sebab memaksakan diri dalam melakukanagesdi atas kemampuannya
termasuk perbuatan zhalim (al-Zamakhsyari, 196668). Ketika membahas katsv ma
malakat aimanukural-Zamakhsyari mengatakan bahwa untuk halalnya ringdou seorang
tuan dengan budaknya, maka harus dinikahi terlgitulu.

Al-Qurthubi sepakat dengan al-Zamakhsyari dalamnmahikahi budak yang akan

digauli oleh tuannya. Namun al-Qurthubi berbeda gden al-Zamakhsyari dalam



memahami jumlah maksimal perempuan yang dijadilserii dalam berpoligami. Al-

Qurthubi sepakat dengan apa yang ditegaskan oléh $&w. ketika menyuruh sahabat
untuk menyisakan isterinya maksimal empat orangng@e demikian, menurut al-
Qurthubi jumlah maksimal isteri bagi suami yangpoiigami adalah empat orang (al-
Qurthubi, 1967: 17).

Al-Syaukani menyebutkan, bahwa sebab turunnya alsdlisa’> 3 berhubungan
dengan kebiasaan orang-orang Arab pra-Islam. Cirarkebiasaan mereka adalah para
wali yang ingin menikahi anak yatim tidak membenikanahar yang jumlahnya sama
dengan mahar yang diberikan kepada perempuan Karena itu, kalau tidak bisa
memberikan mahar yang sama antara yang perempuoanygidm dan non-yatim, Allah
menyuruh untuk menikahi perempuan yang non-yatja reaksimal empat orang dengan
syarat dapat berbuat adil. Jika tidak dapat beradiit maka cukup satu saja. Al-Syaukani
juga menegaskan bahwa menikahi wanita lebih dapa¢mrang hukumnya haram karena
bertentangan dengan sunnah Nabi dan bertentanggardpemahaman bahasa Arab yang
umum (al-Syaukani, 1973: 420). Ketika menafsirkgataw ma malakat aimanukuai-
Syaukani menyatakan, untuk menjadikan budak sebasf@iri tidak diharuskan
menikahinya, karena budak disamakan dengan halita mi

Dalam menafsirkan QS. al-Nisa’: 129, sebagaimananumya para ahli tafsir, al-
Syaukani menegaskan, bagaimanapun usaha untukabesblil, manusia tidak akan
mampu, lebih-lebih kalau dihubungkan dengan kemamponembagi di bidang non-
materi. Karena itu, Allah melarang untuk condongdda salah satu yang mengakibatkan
yang lain menjadi terlantar. Dengan kata lain, samda upaya maksimal dari seorang
suami untuk dapat berbuat adil kepada para istrkstika berpoligami (al-Syaukani,

1973: 521).



Al-Maraghi menyatakan dalam kitab tafsirnya bahvedbdiehan poligami adalah
kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Menuraitngoligami diperbolehkan dalam
keadaan darurat yang hanya dapat dilakukan olemgayeang yang benar-benar
membutuhkan. Dia kemudian mencatat kaidah fighi{@dr’'u al-mafasid mugaddamun
‘ala jalbi al-mashalili (menolak yang berbahaya harus didahulukan daripstegambil
yang bermanfaatCatatan ini dimaksudkan untuk menunjukkan betapdinmmya untuk
berhati-hati dalam melakukan poligami. Alasan yamgmbolehkan poligami, menurut al-
Maraghi, adalah 1) karena isteri mandul sementattudnya atau salah satunya sangat
mengharapkan keturunan; 2) apabila suami memil&m&mpuan seks yang tinggi
sementara isteri tidak mampu meladeni sesuai dekghotuhannya; 3) jika suami
memiliki harta yang banyak untuk membiayai segapektingan keluarga, mulai dari
kepentingan isteri sampai kepentingan anak-anak#lgika jumlah perempuan melebihi
jumlah laki-laki yang bisa jadi dikarenakan peraAtau banyaknya anak yatim dan janda
sebagai akibat perang juga membolehkan dilakukapoligami (al-Maraghi, 1969, IV:
181-182). Al-Maraghi juga menegaskan hikmah pelmakapoligami yang dilakukan Nabi
Muhammad Saw. yang menurutnya ditujukan untuk siglam. Sebab jika tujuannya
untuk pemuasan nafsu seksual, tentu Nabi akan mhepeifempuan-perempuan cantik dan
yang masih gadis. Sejarah membuktikan bahwa yantadii Nabi semuanya janda
kecuali ‘Aisyah. Terkait dengan QS. al-Nisa’: 129v&raghi mencatat, yang terpenting
harus ada upaya maksimal untuk berbuat adil. Adagiuluar kemampuan manusia,
bukanlah suatu yang harus dilakukan (al-Maragh691¥: 173).

Sayyid Qutub memandang poligami sebagai suatu ptabtukhshat Karena itu,
poligami hanya bisa dilakukan dalam keadaan daryestg benar-benar mendesak.

Kebolehan ini pun masih disyaratkan adanya sikapkagada para isteri. Keadilan yang
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dituntut di sini termasuk dalam bidang nafkah, malam, pergaulan, serta giliran tidur
malam. Bagi suami yang tidak mampu berbuat adikentatkup seorang isteri saja (Sayyid
Qutub, 1966, IV: 236). Ameer Ali juga berpendamana seperti Sayyid Qutub (Ali, 1922:
229). Sedang Fazlur Rahman mengatakan, kebolehdigampd merupakan satu
pengecualian karena keadaan tertentu. Sebab kanygta kebolehan itu muncul ketika
terjadi perang yang mengakibatkan banyaknya anéknydan janda (Nasution, 1996:
101). Muhammad Abduh bahkan berkesimpulan bahw&aul tidak diperbolehkan
(haram). Poligami hanya mungkin dilakukan seorangns dalam keadaan tertentu,
misalnya ketidakmampuan seorang isteri untuk mesgam atau melahirkan. Dengan
mengutip QS. al-Nisa’(4): 3, Abduh mencatat, Islammang membolehkan poligami
tetapi dituntut dengan keharusan mampu meladeaii idengan adil. Abduh akhirnya
sampai pada satu kesimpulan bahwa pada prinsipeyaikphan dalam Islam itu
monogami (Nasution, 1996: 103). Muhammad Rasyich&isependapat dengan gurunya,
Muhammad Abduh, mengenai haramnya berpoligami gikaani tidak mampu berbuat adil
kepada isteri-isterinya (Nasution, 1996: 104).

Sementara itu Abdul Halim Abu Syuqqgah (1997, 5:)38@nguraikan faktor-faktor
yang dapat mendorong dilakukannya poligami, yakhmemecahkan problema keluarga,
seperti isteri mandul, terdapat cacat fisik, daerisnenderita sakit yang berkepanjangan;
2) memenuhi kebutuhan yang mendesak bagi suanmgstsegringnya bepergian dalam
waktu yang lama dan sulit disertai oleh isteringaeka sibuk mengasuh anak-anak atau
karena sebab lain; 3) hendak melakukan perbuatag paik terhadap perempuan salih
yang tidak ada yang memeliharanya, misalnya perampiiu sudah tua, karena
memelihara anak-anak yatim, atau sebab-sebab &indgn 4) ingin menambah

kesenangan karena kesehatannya prima dan kuat mky@o Semua faktor ini harus
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dipenuhi oleh suami yang berpoligami ditambah peetkan dapat berlaku adil, mampu
memberi nafkah kepada isteri-isteri dan anak-anakdsgn mampu memelihara isteri-isteri
dan anak-anaknya dengan baik (Abu Syuqqgah, 19888):

ltulah beberapa pendapat para ulama tentang padligamg pada prinsipnya
semuanya membolehkan poligami dengan berbagaitketeryang bervariasi. Ada yang
membolehkan poligami dengan syarat yang cukup kandgn ada juga yang memberikan
persyaratan yang ketat. Di antara mereka juga adg ynenegaskan bahwa dibolehkannya
poligami hanya dalam keadaan darurat saja. Mengemdah isteri yang boleh dinikahi
dalam berpoligami ada yang membatasinya empat odamgada yang membatasinya
sembilan orang. Dari variasi pendapat mereka tal#k yang dengan tegas menyatakan
bahwa poligami itu dilarang. Mereka tidak beraninetapkan hukum yang bertentangan
dengan al-Quran atau hadis yang memang tidak pemaarangnya. Inilah barangkali
salah satu ciri dari ulama klasik dalam menetaidum.

Dalam undang-undang modern yang diberlakukan danaegegara Islam, ketentuan
poligami masih bervariasi. Ada yang memberikan rkdei@n yang longgar dan ada yang
memberikan ketentuan yang sangat ketat hingga naeagtkannya. Indonesia termasuk
negara yang menetapkan ketentuan yang ketat uotigami. Dalam UU No. 1 Th. 1974
pasal 3 ayat (2) dijelaskan bahwa seorang suararlsbfehkan beristeri lebih dari seorang
apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersatagkudan mendapat izin dari
pengadilan. Adapun alasan-alasan yang dijadikanomad oleh pengadilan untuk
memberi izin poligami ditegaskan pada pasal 4 &2at yaitu: 1) isteri tidak dapat
menjalankan kewajibannya sebagai isteri; 2) isteendapat cacat badan atau penyakit
yang tidak dapat disembuhkan; dan 3) isteri tidagatl melahirkan keturunan. Ketentuan

seperti ini juga ditegaskan dalam PP No. 9 tahufb I#asal 41 huruf a dan KHI pasal 57.
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Pasal 5 UU Perkawinan menetapkan syarat-syarajgooli sebagai berikut: 1) adanya
persetujuan dari isteri/isteri-isteri; 2) adanygstian bahwa suami mampu menjamin
keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan ana#kkamereka; 3) adanya jaminan bahwa
suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri daak-anak mereka. Di samping ketentuan
ini UU Perkawinan juga mengatur prosedur yang hdiesnpuh suami dalam melakukan
poligami, yakni melalui proses di pengadilan. Mekn Pakistan, dua negara Islam, juga
mengatur masalah poligami dalam undang-undangny@ad poligami dalam undang-
undang di dua negara ini juga cukup ketat (MarzZL$86: 175-177).

Dengan demikian, pada prinsipnya hukum Islam meeatid@n adanya poligami
dengan berbagai persyaratan yang cukup ketat. matyennya poligami, seperti
ketentuan hukum Islam lainnya, juga untuk kemaséahamat manusia. Dari sinilah harus
disadari bahwa siapa pun boleh melakukan poligaetansa ia dapat mewujudkan
kemaslahatan. Namun, jika ia tidak dapat mewujuddeaanaslahatan itu ketika melakukan
poligami, maka poligami tidak boleh ia lakukan. $yaratan yang ditentukan oleh al-
Quran (seperti keharusan berlaku adil) dan juglddgai ketentuan yang ditetapkan oleh
para ulama tentang poligami harus dipahami sebagmya untuk mewujudkan
kemaslahatan dalam pelaksanaan poligami. Hal inydéisa terwujud jika poligami
dilakukan oleh pihak laki-laki (suami) dan tidak mgkin dapat dilakukan oleh pihak

wanita (isteri).

Poligami: Antara Harapan dan Kenyataan

Hukum Islam secara prinsip tidak mengharamkan (raetg poligami, tetapi juga
tidak memerintahkan poligami. Artinya, dalam hukistam poligami merupakan suatu
lembaga yang ditetapkan sebagai jalan keluar unmtekgatasi adanya problem tertentu

dalam suatu keluarga (rumah tangga). Sesuai dehgaprinsip hukum Islam yang pokok,
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yakni keadilan dan kemaslahatan, poligami dapatkdkan ketika terpenuhinya kedua
prinsip tersebut. Poligami harus didasari oleh gdakeinginan bagi pelakunya untuk
mewujudkan kemaslahatan di antara keluarga danmuggaenuhi persyaratan terwujudnya
keadilan di antara suami, para isteri, dan anak-anareka. Dengan demikian, jika
poligami dilakukan hanya sekedar untuk pemenuh&unapalagi hanya sekedar mencari
prestasi dan prestise di tengah-tengah masyarakaf lyedonis dan materialis sekarang,
serta mengabaikan terpenuhinya dua prinsip utarteandhukum Islam tersebut, maka
tentu saja poligami tidak dibenarkan.

Poligami dalam hukum Islam merupakan suatu solagi bebagian orang (sedikit)
untuk mewujudkan kesempurnaan dalam kehidupan iggugang memang tidak dapat
dicapai dengan monogami. Problem ketiadaan analy yaaongkin disebabkan oleh
kemandulan seorang isteri, ketidakpuasan seorargisarena kurangnya pelayanan yang
prima dari seorang isteri, atau tujuan-tujuan ddkwabagaimana yang dilakukan oleh
Rasulullah Saw. merupakan sederetan problem yangndieali bisa dipecahkan oleh
lembaga poligami ini. Namun yang perlu dicatatggm sampai upaya mengatasi berbagai
problem dengan cara poligami malah menimbulkan Iprobbaru yang lebih besar
mafsadatnya daripada problem sebelumnya. Jikanhdkidjadi tentu poligami bukanlah
suatu solusi yang dianjurkan, tetapi sebaliknya [adi malah dilarang.

Kalau kita perhatikan praktik poligami di tengaingah masyarakat kita, dapat kita
simpulkan bahwa para poligam masih banyak yang alsigan aturan-aturan poligami
sebagaimana di atas. Kebanyakan dari mereka mealakydoligami hanya karena
pemenuhan nafsu belaka, sehingga mengabaikan gppniesip pokok dalam hukum
Islam, yakni terwujudnya keadilan dan kemaslahafdabat poligami ini tidak sedikit

para wanita (terutama isteri pertamanya) dan anak-anereka menjadi terlantar karena
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hanya diabaikan begitu saja. Tentu saja hal inadapengakibatkan perpecahan keluarga
yang jauh dari tujuan suci dari lembaga pernikatalam Islam. Namun demikian, di

antara mereka juga ada yang melakukan poligamiatentgengindahkan ketentuan yang
ada, sehingga mereka tetap dalam prinsip untuk joeWwan keluarga yang bahagia secara

keseluruhan. Golongan yang terakhir ini jumlahrgagsit sedikit.

Penutup

Sebagai orang yang awam, penulis mencoba mensikapalah poligami secara
wajar. Karena Allah dan Rasul-Nya tidak pernah naglg poligami, maka penulis sepakat
dengan para ulama yang tidak mengharamkan poligami.

Yang harus menjadi acuan kita adalah bahwa sentaatian hukum Allah (hukum
Islam) adalah untuk kemaslahatan umat manusia.dbalah jelas bahwa disyariatkannya
poligami juga demi kemaslahatan manusia. Karena stapa pun boleh melakukan
poligami selama kemaslahatan itu bisa diwujudkaambi, jika kemaslahatan itu tidak
bisa terwujud ketika orang melakukan poligami, makdigami tidak boleh dilakukan.
Persyaratan yang ditentukan oleh al-Quran (sepettarusan berlaku adil) dan juga
berbagai ketentuan yang ditetapkan oleh para utamang poligami harus kita pahami
sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan datkganaan poligami. Penulis tidak
setuju dengan praktik poligami yang hanya seked&ukukesenangan belaka atau untuk

mempermainkan perempuan, seperti yang dilakukdnsebagian masyarakat kita.
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